BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI 30LOK
NOMOR {8 TaHua 2020

TENTANG

PRTUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 BAG
PREGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KADBU PATEN SOLOK

Menimbang

Menpingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI 5OLOK,

balhwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan  Pemerintabh Nomor 24 Tahun 20020  tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawni
Negeri Sipil, Prajueit Tentars Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negarn Republile Indonesia, Pegawai Non Pegawal
Negeri Sipll dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tenlang Pemberian Tunjangan
Hari Raya Tohun 2020 bagi Pegawai  Negeri Sipil cli

Linglunpgan Pemerintah Kabupaten Solol;

1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956  tentang
Pembentukan Daeralh  Otonom  Kabupaten  dalam
Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengah [Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1856 Nomaor 23,

2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang

Pemerintahan [Daerah (Lembaran Negara Repubhi
Indonesia Tahun 2019 Nemor 244, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3387), sehagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang MNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2014 fentang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamhbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan Thukota Kabupaten Sololk dari Wilayah Kota
Solok ke Kayu Aro-Sukarami {Arosuka) di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran
Negara HRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonssia Nomor
4447}

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tehun 2020 tentang
Pemberian Pemberian Tunjongan Harl Raya Tahun 2020
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pepawni Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2020 Nomor 132, Tambohan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6515 );

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomar 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaon  Keuangan  Daerah
sebagnimana teloh diubab beberapa kali teralhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menleri Keuangan Nomar 49/PMEK.05/2020
tentang  Petunjult Teknis  Pelaksanaan Pembayaran
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisisn  Nepara Republik Indonesia, Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun atau Penerima
Tunjangan vang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

Peraturan Daerahh Kabupaten Solok Nomor 12 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Draerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 12);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  TERENIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan:

1.

r

£,

Daerah adalah Kabupaten Sololk.

Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  Sebagai  unsur
penyelenggara  pemerintahan  daerah yang  memimpin
pelaksannan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
dacrah otonom,

Bupati adalah Bupati Solok,

Waldil Bupati adalah Walil Bupali Solok.

Sukretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah  Kabupaten
Boluk.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daernh yang selanjutnya
disingkat Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwaldlan Rakyvat Daerah Kabupaten Solok,

Pegawai Negeri Sipil, vang selanjutnya disingkar PNS adalah
Warga Nepara Indonesin yang memenubl syarat tertentu,
diangkar scbagai Aparatur Sipil Negara secara letap oleh
Pejabat Pembina Kepegawalan untuk menduduki jabatan
pemerintaban,

Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana  keuangan  lahunan
pemerintahan dacrah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati,

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen vyang diterbitkan oleh  Pengguna
Anggaran/Kuasa Penpgguna Anggaran atau pejabat lain yang
ditunjuk untuk mencaitkan dana yang bersumber dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dekumen lain yang

i -



10, Surat Perintah Pencairan Dana vang selanjutnya disingkat

1

SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan eleh Badan
Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Dacrah
untuk pelaksanaan pengeluaran  atas  beban APBD
berdasarkan SPM.

Hari Rava adalah hari raya ldul Filri.

BAB LI
PENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Penerima Tunjangan Hari Raya yang berasal dari APBD

adalah PNS5;

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural a melipuati:

a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di lingkungan
Pemerintah Daerah;

b, Calon PNS;

¢, Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan
administrotor;

d. Penpawas atau dalam  jabatan yang setarn  jabalan

Pengnwiag;

¢, Fungsional Ahli Madyn;
[, Fungsional Ahli Mucda;

p.  Fungsional Ahli Pertama;
h., Fungsional Penyelia;

i,  Fungsional Mauhir;
j.  Fungsional Terampil,
k. Fungsional Pemula; dan

1. Pelaksana.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada:

&
53

.

Pejabal Negara;

PNS dalam jabatan pimpinan tinggl atau dalam jabatan
setara jabatan pimpinan tinggi,

PNS dalam jabatan fungsional ahli utama alau dalam
jabatan yang setara jabatan fungsional ahli utama;

Ansoota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



(1)

(1)

(2)

PNS vang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
dan
PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah Daerah

vang gajinya dibavar cleh instansi tempal penugasannyva.

BAB I
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4
Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) vaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua)

bulan sebelum Hari Raya.
alam hal penghasilan 1 (satu)] bulan pada 2 [(dua) bulan
sehelum Hari Rava scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dibayarkan sebesar penghasilan yang scharusnya
diterima  karena  berubahnya  penghasilan, kepadn  yang
bersanghkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangon

Hari Raya,

Paszal 5
Tunjungan Hari Raya schagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) melipuli;
B, Eaji pokol;
b. tunjangan keluarga; dan
. tunjangan jabatan amu LUIjangan umum.
Tunjangan jabalan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
huruf ¢ terdiri dar:
i, tunjangan jabatan struktural; dan
b. tunjangan jabatan fungsional,
Gaji pokok, minjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau
mnjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan berpedoman pada  peraturan perundang-undangan

mMengenal gajl.



(1]

12)

(3]

(L]
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(3]

Pasal &

Besaran penghasilan schagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan
resiko, tunjangan pengamanan, funjangan profesi  atau
tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan,
tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus,
tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar
negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan
kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau
insentil vang ditetapkan dengan  peraturan perundang-
undangan dan/ atau penghasilan lain di luar schagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud cdalam pasal 4
ayat (1) tidak dikenakan polongan iuran dan/atau potongan
lain  dengan berpedoman  pada  Ketentuan  perallran
perundang-undangan.

Besaran penghasilan schagaimana dimaksud dalam pasal 4
ayal (1) dikenakon pajak penghasilan sesuai  ketentuan

peraluran perundang-undangan dan ditanggung pemerintah,

Pasal 7

Dalarm  hal PMS menerima leblh darl satu penghasilan
sehagaimanna  dimaksud  dalam Pasal 4 ayat (1}, muoka
Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu vang jumlahnya
lebih besar.

Apabila PNS menerima lebih dari satu jenis Tunjangan Hari
Raya, kelebihan pembayaran terseint merupakan utang dan
wajilh mengembalikan kepada negara dengan berpedoman
pada ketentuan peraluran perundang-undangan,

Dalam hal PNS sckalipus sebagal Penerima pensian
janda/duda atau Pencrima tunjangan janda/duda maka
diberikan tunjangan hari raya sckaligus Penerima pensiun

janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda.



Paszal &

(1) Penerima gaji lerusan dari PNS yang meningegal dunia atau
tewas, diberikan ‘Tunjangan Hari Raya yaitu sehesar
penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 [dua) bulan
sebelum Hari Raya.

(2) Penerima gaji dari PNS yang dinyalakan hilang diberikan
Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan | (satu) bulan

pada 2 {dua) bulan sebelum Hari Raya.

BAE IV
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Bagian Kesalu

mim

Pasal 9
(1) ‘Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepulub)
hari kerja sebelum tanggal Harl Raya.
(2] Dalam hal Tunjangan Harl Raya sebagaiman dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibavarkan, Tunjangan Hari kaya

dapal dibayarkan setelah tanggal Hari Rays,

Pasal 10
(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagnimana  dimalksud
dalam Pasal 4 dibebankan pada dokumen pelaksanaan
anggaran saluan lerja perangkal Daerah berkenaan,
(2) Terhadap Pemberian  Tunjangan lari Rava dilakukan

pembulatan sebagaimena mestinya.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan

Pasal 11
(1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan
Hari Raya kepada Bendahara Umum Daerah.
(2) SPM Tunjangan Hari Raya schagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat secara terpisah dan tersendinl dari SPM gaji
bulanan dengan menggunakan jenis SPM Tunjangan Hari

Raya untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya.



(3) Jenis SPM scbagaimana dimaksud pada ayal (2}, termasulk
digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan

pembayaran,

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12
Penerbitan Sural Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNGS
yvang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan
pembayaran Tunjangan Harl Raya telah dibayarkan atau belum

dibavarkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seliap orang mengelahuinya, memerintahilcan pengundangan
Peraturan  Bupati ini dengan  penempatannya  dalam Herita

Naernh Kabupaten Solole.

Ditetaplan di Arosula
pada tanggal 44 me 2020

BUPATI] SOLOK,

o
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#
{ GUSMAL

Diundangkan di Arosula

pada tangeal /4 M 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR /8



